SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Menimbang :

Mengingat

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf h
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
serta untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan
transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian

Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kota Probolinggo.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
Walikota adalah Walikota Probolinggo.

. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Probolinggo.



. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan wuang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

. Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota adalah biaya

untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk

mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian

efisiensi dan efektifitas alokasi dana.

. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana

yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil

Walikota sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, penggunaan, serta

pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota.

(1)

(2)

(1)

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 3
Biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dianggarkan
dalam APBD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja
Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
(KDH/WKDH), Rincian Objek Belanja Operasional Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah (KDH/WKDH).
Penganggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

BAB III
PENGGUNAAN
Pasal 4
Penggunaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah (KDH/WKDH) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) dari total
biaya penunjang operasional untuk Walikota dan 30% (tiga puluh persen)

dari total biaya penunjang operasional untuk Wakil Walikota.



(2)

(1)

(2)

(3)

Penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

a. Biaya Koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi
bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
daerah lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka
membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain
yang mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota;

b. Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat, yang digunakan
untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan
sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah,
keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/
masyarakat daerah;

c. Biaya Pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan
pengamanan dalam pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota
serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik
sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan

d. Biaya Kegiatan Khusus Lainnya, yang digunakan untuk membiayai
kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat
yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan,
penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan dan pemberian apresiasi
kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Walikota dan
Wakil Walikota, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b dan huruf c.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5
Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Walikota
dan Wakil Walikota menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
Mekanisme pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Biaya Penunjang Operasional berupa
kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku,

diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain

dengan Peraturan Walikota ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Pebruari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIAN HUKUM,

( B i
I/
TITIK WHDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014




